
Dipindai dengan CamScanner 

1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2007 te·ntang 
Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor ·4679);. 

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 21009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 No.mor 11.2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 20109 tentang Pajak 
Daerah dan Retribus:i Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); · 

Mengingat : 

Menimbang : a .. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) 
huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit serta dala r11 ran.gka meningkatkan kinerja 
pelayanan clan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit 
Umum Daerah Waibakul, perlu menetapkan Alokasi 
Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dala rn huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penetapan Alokasi Penggunaan Jasa 
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 
Waibakul Tahun 2020; 

BUPAT'I SUMBA TENGAH, 

DENG·AN RAHMAT T·UHAN YANG MAHA ESA. - . -- 

PENETA.PAN ALOKASI PENGGUNAAN .JASA PELAYANAN KESEHATAN 
DI RUMAH SA.KIT UMUM DAE.RAH WAIBAKUL 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SUMB.A TENGAH 
NOMOR TAHUN 2020 

BUPATI SUMBA TENGAH 
PROVlNSI NUSA TENGGARA TIM.UR 

I 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah. 
2. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah. 
4. Rumah Sak.it adalah Rumah Sakit Umum Daerah 

Waibakul. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI 
PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN 

MEMUTUSKAN: 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nornor 9 
Tahun 2011 tentang Jasa Retribusi Jasa Umum (Berita 
Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 9); 

16. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nornor 28 
Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah 
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018; 

17. Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 
196/KEP/HK/2017 tentang Standar Harga Barang dan 
Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tinur Tahun 
Anggaran 2018; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedornan Pelaksanaan Program Jarninan 
Kesehatan Nasional; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 
Nasional; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 69 Tahun 2013 
ten tang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan; 
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5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit u- u · .. rar 
Waibakul. 

6.. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik s car fi ik di ,_ 
mentaJ dari badan, jiwa dan sosial . ang memun. kink - 
setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

7., Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan. pela anan 
kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam 
rangka observasi, diagnosis, pengobata.n dan atau 
rehabilitasi medis, 

8. Pelayanan Rawat .Ialan adalah pelayanan kesehatan 
kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan 
dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainn a .. 

9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien 
untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi 
medik atau jenis pelayanan kesehatan lainn a dengan 
menempati tempat tidur, 

101• Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan 
tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk 
mencegah / menanggulangi resiko kematian / cacat. 

11. Pasien :BPJS Kesehatan, adalah pasien. yang bi 
pelayanan keseh.atannya. dijarnin oleh BPJS, Kesehatan, 

12 .. Pelayanan RSUD adalah pelayanan. yang diberik: n ole 11 
R:SUD kepada rnasyarakat yang .meliputi p. 1 ~ nan 
medik, pelayanan penunjang m.edik p-,.1 , · . n 
Keperawatan dan Pelayanan Administrasi M n j m n. 

13. Kinerja adalah proses yang dilakuk n d n h 1. il n . 
dicapai oleh suatu organisasi d .. alam m err 1d1 .. an produk 
dalam bentuk jasa P lay nan at u baran kep da 
pelanggan. 

14. Pegawai RSUD adalah pegawai y ng berst· tus P- gs wai 
Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang 
bekerja dan/atau mernberikan pelayanan di RSUD. 

15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yan,g, diterirna oleh 
pelaksana. pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD, 
atas jasa yang diberikan kepada pasien darr/atau peser · 
pendidikan dala 111 rangka observasi, diagnosis, 
pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, 
pelayanan pendidikan dan pelayanan lainnya, 

16. Tarif adalah. imbalan atas barang dan atau jasa yang 
diberikan oleh RSUD termasuk imbalan. hasil yang wajar 
dari investasi dana, dapat bertujuan. untuk menutup 
seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. " 

"' 
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Pasal 2 
1.) Maksud pemberian jasa pelayanan di R.SUD Waibakul 

adalah untuk : 
a. menghargai kinerja perorangan dalarn 1 (satu tirn 

kerja yang memerlukan kebersamaan: 
b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen 

baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 
1 (satu) rantai nilai; 

c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen 
dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat 
dipertanggungjawabkari/ akuntabel; dan 

d. saling menghargai antar komponen pegawai baik yang 
mernberikan pelayanan langsung dan yang 
memberikan pelayanan tidak langsung, menegakkan 
keadilan dan kejujuran. 

2) Tujuan pemberian jasa pe1ayanan di RSUD yakni untuk : 
a. meningkatkan motivasi kerja awan; 
b. meningka . kesejahteraan a,van; clan 
c. meningkatkan kinerja RSUD secara keselur uhan .. · 

BAB II 
MAKSU.D DAN TUJUAN 

I I . I 11 i 1· J '< J, 1 y 1 , r 11 , I J K, / , < "J J : f ' n I , ' a d al f h pr rn a a r 
I I I I I I J r I J f J f t 1, J t J ., " t ',; J SJ f < ! p ( • J rJ J f n r . k (, c Tl a ta O d j U , 

f c:1 Ii, i ,,,,,·i j J(J JtJrLJnlJ un prt [JT" . a. UD an Jr] ,. 
JJ<.;Jsay111 ian, {lfJf1 rncr paka I ' b .. ,,,·_t fl r. fa el ruh biaya 
JJc·11y -1,;rJf~' run k<~f!,i' tan p .layans keschata yang 
clllJt;IJ1111J<:u11 kc ;Jd:J rm &:Y' rake t 'ta pihak k iga 

<!~J:111,1i i 1f>;JJu1 ,_ l:: f, pclay: nan yang diterimanya. 
J • J trJc, M · Ji, tJduJur1 pcnc apatan individu yang diha ilkan 

nkil ,.1 pcl, yarn n tcna ,.,_ m xIis dan bagian dari jasa 
pelnyan: n R. ·u Y' n 1 tercanturn dalam kornp: nen tarif 

• U dan bersifat individu, rneliputi dokter umum dan 
spcsialis, doktcr sub spesialis, konsulen, dokter gigi, 
dokt ·r ,igi ape· ialis, dokter tamu; 

19. Kartu Indonesia ehat (KJS} adalah Identitas 
cserta .Jarnin n Kesehatan Nasional (JKN) yang clikelola 

oleh Br dan Pcnyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kcsehatan. 
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Pasal 4 
1) Besaran Jasa Pelayanan yang bersumber dari pasien 

peserta .Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sesuai tarif 
pelayanan kesehata.n yang berlaku dan akan 
dikonversikan derigan besaran klaim dari .Jaminan 
Kesehatan Nasional. 

2) Besaran .Jasa Pelayanan yang bersumber dari pasien 
11r11t1111 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf 
b, disesuaikan dengan Jasa Pelayanan tarif pelayanan 
kesehatan yang berlaku 

Bagian Kedua 
Besaran Jasa Pelayanan 

1) Jasa Pelayanan bersumber pada pendapatan RSUD 
Waibakul yang berasal dari komponen pendapatan 
retribusi pelayanan kesehatan dan sumber-sumber lain 
PAD yang Sah. 

2) Sumber pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat(l), meliputi: 
a. Pelayanan kesehatan; dan 
b. Pendukung pelayan.an kesehatan. 

3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a meliputi: 
a. Pasien peser ta jaminan kesehatan nasional; 
b. Pasien tirnurn; dan 
c. Pasien peser ta jaminan kesehatan lainnya. 

4) Pendukung pelayanao kesehatan sebagairnana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b melipu.ti: 
a. Pelayanan ambulance; dan 
b. Pemulasaran jenazah, 

5) Kebu.tuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dialokasikan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) RSUD setiap tah.unnya. 

6.) Dala en hal alokasi sebagaiman dimaksud pada ayat (5) 
terjadi kekurangan atau kelebihan karena adanya 
perubahan kinerja pelayanan, maka dapat diajukan 
perubahan alokasi jasa pelayanan melalui mekanisme 

.APBD Perubahan pada tahun anggaran berjalan. 

Pasal 3 

BAB III 
SUMBER DAN BESARAN JAS.A PELA YANAN 

Bagian Kesatu 
S11 mber J asa Pelayanan 
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Pasal5 
1) Pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan 

kesehatan pasien umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a angka 1) sesuai besaran jasa pelayanan 
dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, 

2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan 
kesehatan pasien JKN Penerima Bantuan Iuran dan Non 
Penerima Bantuan Juran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a angka 2), dalam kisaran 30o/o (tiga puluh 
persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari 
total klairn yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan 
dan dihitung berdasar tarif INA-CBG's. 

3) Pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan 
kesehatan pasien penjamin lainnya sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

4) Besaran Jasa Pelayanan pendapatan RSUD yang 
bersumber dari pelayanan kesehatan pasien JKN Non 
Penerima Ban tuan Juran se bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b yang naik kelas VIP dihitung 
berdasarkan tarif dalam INA-CBG's sesuai dengan hak 
kelasnya. 

5) Pasien BPJS yang naik kelas VIP sebagairnana dimaksud 
pada ayat (2), perhitungan tarif pelayanan VIP dihitung 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

6) Dalarn hal perhitungan tarif VIP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) lebih besar dari perhitungan tarif INA 
CBG's, maka pasien membayar selisih biaya pelayanan 
(cost sharing). 

7) Besaran proporsi pendapatan RSUD yang menjadi 
umber anggaran sistem pembagian jasa pelayanan 

s ba iman dimaksud Pasal 3 ayat (1) terdiri dari Jasa 
·. r dan Pra aran Rumah Sakit sebesar 50% (lima 

puluh p rs m] dun J .. sa Pelayanan Petugas sebesar 50% 
[Iirna · luh per en).·. 

BAB IV 
l{EBIJAKAN ANGGARAN 

3) Besaran Jasa Pelayanan yang bersumber pada pasien 
peserta jarninan kesehatan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada Pasa1 3 ayat (2) huruf c disesuaikan 
dengan Jasa Pelayanan tarif pelayanan kesehatan yang 
berlaku. 
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Pasal 6 
1) Alokasi anggaran jasa pelayanan sebagaiman dimaksud 

dalarn Pasal 5 ayat (1), pemanfaatan digunakan untuk 
peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di 
RSUD. 

2) Peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diharapkan dapat 
terwujud dari peningkatan motivasi kerja pemberi 
pelayanan langsung di Unit Kerja (Instalasi) dan pemberi 
pelayanan tidak langsung. 

3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 3 ayat (1) menggunakan sistem pembagian jasa 
pelayanan dibagi secara proporsional antara Unit Kerja 
(Instalasi) penghasil pendapatan pelayanan langsung dan 
pemberi pelayanan tidak langsung dengan pola dasar 
tertentu, 

4) Pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja 
pegawai dan dihitung berdasar indexing yang terdiri dari 
indeks basik, indeks kompetensi, indeks resiko, indeks 
emergensi, indeks posisi dan indeks performance, - 

BABV 
PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN 

8) Setiap tahun Direktur mengajukan besaran proporsi 
pengalokasian mengacu pada ketentuan sebagaiman 
dirnaksud pada ayat ( 1} dalam DPA RSUD sesuai 
mekanisme APBD. 

9) Dalam pengajuan besaran alokasi anggaran 
pemanfaatan dan pembagian jasa pelayana sebagairnana 
dimaksud pad a ayat (2) Direktur wajib 
mempertim bangkan: 

a. Kinerja pelayanan; 
b. Kemampuan pembiayaan; 
c. Pengendalian mutu pelayanan dan pengendalian 

biaya; dan 
d. Akumulasi penerimaan pembayaran klairn BPJS 

Kesehatan. 
10) Alokasi anggaran pembagian jasa pelayanan tahun 

sebelumnya yang belum terbayarkan karena klaim 
BPJS-Kesehatan yang belum cair, dapat diakumulasikan 
clan/ atau dibagikan jasa pe1ayanannya pada tahun 
anggaran berkenan berikutnya. 
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Pasal 10 
1) Setiap instalasi/unit pelayanan yang melaksanakan 

a·suhan pelayanan kepada pasien wajib 
mendokumentasikan ri.ncian kegiatan pelayanannya di 
dokumen Reka:111 Medik dan dalam SIM RS. 

2) Setelah kegiatan asuhan pelayanan selesai dan pasien 
diperkenankan pulang instalasi/unit pelayanan waj.ib 
mengkompilasi kebenaran dokumen pasien baik dalam 
rekam rnedik maupun SIM RS .. 

3) Bidang Keuangan melalui pe·tugas verifikasi biaya 
pelayanan selanjutnya melakukan verifikasi dokumen SIM 
RS dengan mencocokkan besaran tarif pelayanan yang 
berlaku di RSUD. 

4) Verifikasi dokumen sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 
sekurang-kurangnya meliputi be·saran ja.sa RSUD, jasa 
pelayanan, jenis tindakan dan kompo · en pelayanan 

111 

lainnya sesuai tarif yang berlaku di RS,UD. · 

Pasal 9 
1) Besaran jasa pelayanan sebagaimana d:imaksud. dalam 

Pasa1 7 ayat (1) huruf a, selanjutnya did.istribusikan 
derigan pola pernbagian jasa pelayanan kepada kelompok 
manaje.men, kelornpok dokter, kelompok i·n.stalasi/unit 
pernberi layanan, kelompok kolektif umum. 

2) Kelompok manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi Pejabat Struktural dan Staf Direksi di RSUD. 

3) Kelompok dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter 
umum dan dokter gigi yang diberikan secara individu. 

4) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh dokter 
sebagaimana dimaksud pada. ayat (3.) merupakan total 
volume pelayanan kepada pasien yang diberikan di 
Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap maupun di 
Instalasi/unit. lainnya. 

51) Kelompok in.stalasi/unit pemberi layanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) .meliputi pelayanan rnedik, 
penunjang medik, penunjang Il01Il medik serta 
instalasi./ uni.t .lainnya. 

6) Total jasa pelayanan kelompok instalasi/unit pemberi 
layan.an sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
didistribusikan untuk pegawai yang bekerja 
in.stalasi/unit pemberi layanan secara berkelompok. 

7) Kelornpok kolektif umum sebagaimana ayat (1) meliputi 
seluruh karyawan :Rs·uo kecuali. kelompok dokter 
sebagairnana dimaksud pada ayat (3). 
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Pasal 12 
1) Total klaim y·ang dibayarkan oleh BPJS Keseha · n t rdiri 

dari kornponen jasa pelayanan dan jasa sarana; 
2) Besaran jasa pelayanan yang, berasal d ri p .I - n .......... 

pasien JKN diterrtukan dari besaran total klaim · 1 tin. 

dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. 
3) .Jasa pelayanan yang berasal dari pel yan n pa i zn JKN 

sebagairnana dim .. aksud p d _ - yat ( 1) · .idi tri - .tl ik .n 
untuk pernberi layanan langs n. d m p rnb .ri l y nun 
tidak Iangsung; 

4) Pos Pemberi Layanan Langsung seb g iman dim ks ud 
pada ayat (3) diberikan kepada p ~ w: i ·Rs·uo yan · · 
bekerja melayan.i pasien secara langsung yang bekerj _ 
sebagai dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, 
perawat, bidan dan pemberi layanan langsung lainny __ . 

5) Pos Pernberi Layanan Tidak Langsung sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (3) diberikan untuk Direksi, Staf 
Direksi dan Kelompok Kolektif Umum. 

6) Distribusi jasa pelayanan pos pemberi layanan langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4.) menggunakan 
indeks pembe:ri layanan langsung yang dibedakan menjadi 
indeks pemberi layanan langsung bagi perawat dan bidan 
serta indek.s pemberi layanan langsung bagi non perawat 
dan non. bidan.l .. 

Pasal 11 
1) Pernbagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan 

pasien urnum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
3 huruf b didistribusikan kepada pegawai R.su·o pada 
bulan berikutnya, 

2) Pembagian jasa pelayanan yang d:iperoleh dari pelayanan 
pasie.n peserta JKN Penerima Bantuan Iuran dan Non 
Penerima Bantuan luran sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal .3 ayat ,3 huruf a d.idistribusikan kepada pegawai 
RSUD setelah klaim dibayar oleh BPJS Kesehatan, 

n 

• u II 5') Juml h lo l k imp 
in - tal i/. nit yan dihit · .rda: ,, 
b. ·rlaku di R UD, digu· k : - .. IJ. ., 1 

·men. hi tune p. · roh ihar · l · -- J · ,, _ C_ y ~ _n · 1 

ins - _ lasi ' unit. 
6) Besaran j. sa pelayanan yang diterirm I h p rmlx ri 

pelayanan langsung .maupun pcm eri p _ J yan - n Lid k 
Iangsurig sebagaimana dim ksud d - lam pa 1 7 d n p .s I 
8, ayat (1) berdasarks n pola p rnbagian jas '· • ,·1, y nz n 
yan,g berlaku di masing-rnasing m · la i/un.i pelt yanr . 

7) Pola Pernbagian sebagaimana dimaksud pad · ·. y (.) 
diatur lebih lanjut oleh Direktur. 



Dipindai dengar1 CamScann@r 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHON 2020 NOMOR a 

UMB.U EDA PAJANGU 

SEKRETARIS DAERAH 
· . ·. BUPATEN. SUMBA TENGAH, 

. 

Diundangkan di Waibakul 
pada tanggal 12 l - -,. t 2020 

· .. PAULUS S. K~ LIMU 

BUPATI .SUMBA TENGAH, 

D.itetapkan di Waibakul 
pada tanggal 11 - · . t 2 :20 

ditrndangkan .. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah. 

1n1 Bupati tanggal pad a 
Pasal 13 
mulai berlaku Peraturan 

BAB VII 
KETENT.UAN PENUTUP· 

7) Pola pembagian jasa pelayanan yang berasal dari 
pelayarian pasien JKN sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dan (2·) diusulkan. oleh tim penyusun pola pernbagian 
jasa pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan 
Direktur. 


